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ABSTRAK 
WIDYAH ANGRAINI. S (B111 11 375), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak 
Kandung (StudiKasus di Kota Makassar), di bawah bimbingan Muhadar selaku 
pembimbing I dan Hj. Nur Asiza selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui 
factor penyebab terjadinya tindak pidana incest ,dan kedua untuk mengetahui upaya 
yang  perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana incest di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada 
Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga 
Permasyarakatan KLAS I Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), 
dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi 
lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari 
hasil studi pustaka. 
Hasil penellitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung masihre latif sedikit dibandingkan tindak 
pidana incest lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana incest 
adalah 1.Faktor rendahnya pendidkan dan ekonomi, 2.Faktor lingkungan atau 
tempat tinggal, 3.Faktor alkohol, 4.Faktor kurangnyapemahamanterhadap agama, 
5.Peranan korban. Upaya menanggulangi tindak pidana incest adalah dengan 
melakukan 2 cara yaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang kedua yaitu 
melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hokum yaitu 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan danLembaga Permasyarakatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD’45, 
mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-
peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum 
senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada 
pengecualian. Hal ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di 
Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak 
akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena 
dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak ini 
menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, 
khususnya pada orang tua. 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam 
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin 
serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara 
terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. 
Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan 
menyangkut asas tujuan, yaitu bahwa: 
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Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam 
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi 
dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan 
yang terjadi pada anak. 
Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita 
juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang-orang terdekat, atau 
siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai 
unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat 
anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang 
sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa 
dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari 
sebuah kejahatan. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan 
masyarakat adalah kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. 
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. 
Pelaku kejahatan pemerkosaan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, bahkan tragisnya 
yang melakukan pemerkosaan tersebut tidak lain adalah ayah kandung korban itu 
sendiri. Cara pelaksanaanya pun atau cara kerja atau yang lebih dikenal dengan 
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Modus operandi kejahatan pemerkosaan berbeda-beda, ada yang dilakukan 
perorangan dan ada juga yang berkelompok. Para pelaku biasanya sudah mengenal 
korbannya bahkan terkadang korban adalah anggota keluarga dari pelaku. 
Pelaku pemerkosaan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan 
ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama 
sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata 
rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh 
lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk 
pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya 
ransangan seksual. 
Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan 
khususnya kejahatan pemerkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan 
dengan melakukan ancaman, paksaan dan kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak 
pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah 
mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran 
seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. 
Korban pemerkosaan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa 
ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan 
anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pemerkosaan, karena 
posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan 
pelaku pemerkosaan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan 
terhadap anak semakin meningkat. 
Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku 
pemerkosaan lebih ringan dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan akibat yang 
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diderita oleh si korban. Anak yang menjadi korban pemerkosaan akan mengalami 
trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. 
Dalam hal ini, disinilah para penegak hukum memperhatikan kejadian seperti ini 
dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah antara lain : 
1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri ?  
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan 
yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri ? 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pemerkosaan 
yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum 
pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan 
pemerkosaan pada anak. 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk 
meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologis  
Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-
sebab kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis berasal dari ahli 
antropologis Perancis P. Topinard. Istilah ini berasal dari kata “ crime ” yang artinya 
kejahatan dan “ logo ” yang artinya pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat. 
Kriminologi dapat dibagai dalam dua golongan besar (A. S. Alam, 2010:4), 
yaitu sebagai berikut : 
1. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 
pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
a. Antropologi kriminal 
Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang 
menjadi cirri khas dari seorang penjahat. 
b. Sosiologi kriminal 
Merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. 
c.  Psikologi kriminal  
Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut 
ilmu jiwa. 
d. Psikologi dan Neuro Phatologi kriminal 
Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa / gila. 
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e. Penologi 
Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti 
dan faedah hukum. 
2. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang 
timbul didalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi 
praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied 
criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
a. Hygiene criminal 
Merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas 
faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
b. Politik criminal 
Merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah cara 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia 
dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. 
c. Kriminalistik (police scientific) 
Merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
 Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) memberikan definisi 
bahwa : “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”. Jadi kriminologi berusaha untuk menemukan apa akibat 
yang akan ditimbulkan dari suatu kejahatan dan berusaha untuk bagaimana 
menanggulangi kejahatan yang timbul agar tidak terulang kembali di dalam 
kehidupan masyarakat. 
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 Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) merumuskan 
kriminologi sebagai berikut : 
“Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian 
dengan perbuatan jahat. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum”. 
 Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12), 
menyatakan bahwa : “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia”. 
 Dari definisi diatas dapat dilihat adanya perbadaan pendapat antara 
Sutherland dengan Paul Mudigdo Mulyono, keduanya mempunyai define yang saling 
bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan 
karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Mudigdo 
Mulyono menggambarkan terjadinya karena adanya dorongan pelaku untuk 
melanjutkan kejahatan. 
 Soedjono D, (1976 : 22), berpendapat bahwa : 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, 
perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”. 
 Definisi ini lebih mempertegas bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang 
mempelajari kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku 
kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
 Wolfgang, Savitz dan Jhonston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:12), memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : 
“Kriminologi merupakan kumpul ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
10 
 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-
faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi masyarakat terhadap keduanya”. 
 Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu : 
1. Kejahatan, 
2. Penjahat, dan 
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya. 
Ketiga hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Jadi, suatu perbuatan yang 
dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi 
dari masyarakat. Dimana reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman 
bagi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
Noach (Soesilo, 1985:2), membagi krimonologi menjadi dua bagian, yaitu 
kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik : 
1. Kriminologidalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas. 
2. Kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai masalah teknis, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau 
penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu 
alam, kimia, dan lain-lain seperti ilmu kedokteran forensik. 
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B. Kejahatan 
Hampir setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun desa 
seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. 
Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya. 
Sehingga kita selalu dituntut untuk waspada. 
Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 
warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan 
siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. 
Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan 
diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu 
konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat 
kecuali akibatnya saja. 
Dalam hal ini akan dikemukakan pengertian kejahatan menurut pendapat 
para ahli (diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pada pukul 08:31 WITA ), antara 
lain : 
- Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, 
kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 
kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan 
melanggar hukum serta undang-undang pidana.  
- Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara sosiologis, kejahatan 
adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, 
politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar 
norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat 
(baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum 
tercantum dalam undang-undang pidana. 
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- Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan 
secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari 
segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang 
bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 
penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 
- Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang 
menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga 
dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan 
masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
- Menurut Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem 
atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi 
hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 
- Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang 
memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian 
penderitaan. 
- Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum 
yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang 
merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara 
bertindak). 
-  Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi 
tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, 
mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan 
atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian 
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mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, 
suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang 
hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 
W. A Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14), yang 
merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut : 
“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak moral yang tidak 
dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh 
tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman 
atau tindakan)”. 
Berbeda dengan define di atas adalah apa yang dikemukakan Van Bemmeien 
(J. E. Sahetapy, 1992:14), yang merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut : 
“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan 
mana menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu”. 
Soedjono D. (1977 : 20), mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari 
beberapa segi, yaitu : 
a. Dari segi yuridis, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 
pelanggarannya diancam dengan undang-undang. 
b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat. 
c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat 
melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan 
dari si pelaku perbuatan tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kejahatan mempunyai uraian yang 
sangat luas, sehingga tidak cukup hanya ditinjau dari satu sudut saja, tetapi harus 
ditinjau dari dua sudut, yaitu : 
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1. Sudut pandang hukum (kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar 
undang-undang). 
2. Sudut pandang masyarakat (kejahatan merupakan perbuatan yang 
melanggar norma-norma yang ada di masyarakat). 
Jadi dapat kita lihat dari uraian di atas bahwa kejahatan tidak hanya 
merupakan perbuatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi 
merupakan suatu perbuatan yang dikatakan menyimpang oleh masyarakat termasuk 
dalam kategori kejahatan. Sehingga dimana dalam suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila 
mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah reaksi dari 
masyarakat yang merasa terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
kejahatan, sehingga menimbulkan reaksi yang tidak baik terhadap pelaku kejahatan 
tersebut. 
 
C.Tindak Pemerkosaan 
  Pengertian pemerkosaan menurut tata bahasa yang biasa disebut pengertian 
sehari-hari ( Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1986:741 ) adalah gagah, paksa, 
kekerasan. Memperkosa artinya menundukkan dengan kekerasan misalnya negeri 
orang, gadis belum berumur, melanggar ( menyerang dan sebagainya ) dengan 
kekerasan misalnya tindakan itu dianggapnya hukum telah ada. 
  Adapun pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan 
Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), yang menentukan bahwa 
: 
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  “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
  Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah 
perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang 
bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia ( laki-laki ). 
  Pembuatan undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan 
hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah 
semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak 
mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak 
mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal sebaliknya terjadi pada 
seseorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan 
terhadap perempuan tersebut.  
  Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam 
Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa : 
  “Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, 
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. 
  Adapun pengertian perkosaan menurut beberapa ahli hukum, yaitu : 
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: 
“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-
laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau 
hukum yang berlaku melanggar”. 
 
 Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan disatu pihak dapat 
dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa 
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hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di pihak lain dapat dilihat pula 
sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma). 
Menurut R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut (diakses 
tanggal 03 Desember 2014 pukul 15:13 WITA) : 
“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana 
diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang 
wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. 
 
Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut R. Sugandhi 
adalah (diakses tanggal 03 Desember 2014 pukul 15:13 WITA) : 
a)      Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi 
istrinya. 
b)     Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan. 
c)     Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita. 
d)    Mengeluarkan air mani. 
Pendapat itu menunjuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, 
artinya pihak pelaku (pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai 
(mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara ekspilisit apa 
yang dilakukan pelaku itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. 
Pendapat seperti ini belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. 
Ada ahli yang berpendapat bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan 
deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani 
(sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki 
masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai 
perkosaan. 
Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa (diakses tanggal 03 
Desember 2014 pukul 15:13 WITA) : 
”perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan 
perkawinan dengan dirinya”. 
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Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung unsur: 
1)      Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2)      Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual / 
persetubuhan). 
3)      Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan. 
Ketiga unsur itu menunjukan bahwa dalam kasus perkosan harus bisa 
dibuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam 
hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan 
yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. 
Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan 
perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan 
dengan persetubuhan dalam hal ikatan perkawinan tidak disebut perkosaan. 
Sedang Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: 
“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk 
bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka 
dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”. 
 
Pendapat Wirdjono ini juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan 
seksual (persetubuhan) pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan 
yang dilakukan oleh laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa 
melayani persetubuhan. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya 
didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak 
setujuannya. 
Mengenai jenis-jenis perkosaan, seorang ahli kriminologi Mulyana W. 
Kusuma menyebutkan sebagai berikut (Abdul Wahid, 2001:46) : 
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1. Forcible rape yaitu pasal 285 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 
2. Exploitation Rape yaitu Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap 
kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki 
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan 
yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang 
diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh 
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau 
mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. 
3. Victim Precipitated Rape Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
4.  Angea Rape Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah 
yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap 
siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, 
kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
5. Domination Rape yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba 
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki 
keinginan berhubungan  seksual. 
6. Seductive Rape yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban 
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh 
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persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan 
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan 
bersalah yang menyangkut seks. 
7. Sadistic Rape ( perkosaan sadistis ), artinya pada tipe ini seksualitas 
dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah 
nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh 
korban. 
Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP terdapat unsur-unsur untuk membuktikan 
ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan 
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul 
dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan 
sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya. 
2. Memaksa seorang wanita 
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa perempuan yang bukan iastrinya bersetubuh dengan 
dia. 
3. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku) 
Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki 
dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota 
kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga 
mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya. 
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Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh 
berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks  penyebabnya dan tidak berdiri 
sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan 
korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada 
unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. 
Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat terjadi 
karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, 
karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi 
sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress 
berbagai masalah yang dihadapinaya, karena pengaruh rangsangan lingkungan 
seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan 
dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat di tahannya, juga karena didukung 
oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan 
dilakukannya perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga 
hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam 
mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. 
Sementara itu Psikolog Hartini Kartono mendeskripsikan latar belakang 
perkosaan, “pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu di dorong oleh nafsu-
nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak 
mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis.” 
Berbeda dengan itu, Made Weda berpendapat, “studi tentang korban 
kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut victim precipitation. Dalam 
hal ini perilaku-perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya 
perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, 
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cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan 
kejahatan perkosaan.” 
Pendapat itu menunjukan mengenai posisi korban yang secara tidak 
langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, 
prilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut 
pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki 
untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan 
dirinya sebagai “pelaku secara tidak langsung, karena apa yang diperbuatnya telah 
mendorong terjadinya kriminalitas”. 
Pendapat tersebut dipertegas lagi oleh Anton Tabah, “meningkatnya kasus 
perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Budaya yang semakin terbuka, 
pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin 
merangsang , dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan-
kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang 
mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan 
keagamaan masyarakat yang semakin longgar. Belum lagi vonis hakim terhadap 
pelaku perkosaan yang tak setimpal.” 
Dari sejumlah pendapat pakar di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor 
penyebab terjadinya perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut: 
a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika 
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk 
berbuat tidak senono dan jahat. 
b.  Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang 
semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi menbedakan antara yang 
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seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya 
dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. 
c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma 
keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang 
semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung 
semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong 
seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. 
d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai 
perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma 
keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsur-
unsur masyarakat. 
e. Putusan hakim yang terasa tak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang 
dijatuhkan pada pelaku. Hal ini di mungkinkan dapat mendorong anggota-
anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka 
yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang 
akan diterimanya. 
f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. 
Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan 
kompensasi pemuasnya. 
g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap 
sikap, ucapan (keputusan) dan prilaku korban yang dianggap menyakiti dan 
merugikannya. 
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D. Pengertian Ayah 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:120) mengartikan ayah adalah 
orang tua laki-laki seorang anak, dengan kata lain ayah adalah kepala keluarga, 
yang dapat pula diartikan laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga, sedangkan 
yang dimaksud ayah kandung ialah ayah yang sebenarnya. 
 
E. Anak  
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak 
belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang 
dewasa pada umumnya. 
Mengenai batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, 
berikut beberapa pengertian tentang anak, yaitu : 
1. Menurut Hukum Pidana 
Pengertian anak menurut hukum pidana terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang 
mendefinisikan mengenai batas pertanggungjawaban pidana untuk anak yang 
belum dewasa atau anak yang umumnya belum cukup 16 (enam belas) 
tahun. 
2. Menurut Hukum Perdata 
Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang belum dewasa 
adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak 
pernah kawin sebelumnya. 
3. Menurut Hukum Islam 
Menurut hukum islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum 
berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. 
Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu 
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dari sifat, antara lain telah berumur 15 (lima belas) tahun, telah keluar air 
mani bagi laki-laki, dan telah dating haid bagi perempuan. 
4. Menurut Subekti (1991:44) bahwa anak dikatakan dibawah umur atau belum 
dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Belum berumur 16 (enam belas) tahun 
b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam belas) 
tahun, berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar 
sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali 
seperti semula tetapi dianggap sudah dewasa. 
c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orangtuanya. 
5. Menurut UUD 1945 
Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 
terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus 
terhadap terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena 
yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu 
anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, 
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dapat tegas menetapkan 
batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan karena hukum ada di Indonesia tidak 
tertulis. 
 Tetapi menurut para pakar hukum adat Indonesia ukuran kedewasaan adalah 
: 
a. Dapat bekerja sendiri 
b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat 
c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri 
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d. Telah menikah 
e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, berikut ini juga beberapa 
pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
mengenai anak, sebagai berikut : 
1. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Anak 
adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.” 
2. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin.” 
3. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut : 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun.” 
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut : “Anak adalah 
setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya.” 
5. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on 
The Right of The Child). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh 
berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan 
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lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut : “Anak 
adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali 
menurut undang-undang yang  berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 
awal.” 
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama 
pada pendekatan usia ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya 
dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di Amerika, batas 
umur anak delapan sampai delapan belas tahun di Australia disebut anak apabila 
berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 
tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang di sebut anak adalah 
apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, 
filipina, Malaysia dan Singapura.  
Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun 
dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan. 
 Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya 
ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan 
seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai 
ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak 
dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan 
kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan 
sebagainya. 
 Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung 
ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha 
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perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua 
yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman 
dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, 
mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak 
kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, 
mereka yang menyediakan sarana perkembangan diri anak dan sebagainya, mereka 
yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. 
 Berikut pemaparan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain 
sebagai berikut : 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
 Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu 
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-
haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, 
banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat 
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. 
b. Kepentingan terbaik anak 
Agara perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip 
yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of 
paramount importence ( memperoleh prioritas tinggi ) dalam setiap keputusan yang 
menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan 
mengalami banyak hambatan. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena 
dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan kerena usia 
perkembangannya. 
c. Ancangan daur kehidupan 
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Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus 
dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan harus 
diberi gizi. Jika ia telah lahir, maka diperlukan ASI ( Air Susu Ibu ) dan pelayanan 
kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga 
anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa 
prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga 
sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, 
ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Pada masa inilah penuh dengan 
resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik 
memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. 
Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai 
diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa 
yang berbudi dan bertanggung jawab.  
d. Lintas sektor 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung 
maupun tidak langsug. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, 
sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, 
komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani 
oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak 
adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua 
tingkatan. 
Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling 
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lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 
(enam puluh juta rupiah). 
Pasal 81 ayat (2) menentukan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Adapun menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-undang perlindungan anak sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 
81, terdapat beberapa perubahan diantaranya Pasal 81 ditambahkan satu poin dan 
perubahan tentang penjatuhan pidana dan denda yang dikenakan. Pasal 81 ayat (1) 
menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar 
rupiah). 
Pasal 76D dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Pasal 81 ayat (2) menentukan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Pasal 81 ayat (3) menetukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
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kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
F. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Berbagai teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para 
kriminolog. Teori-teori tersebut pada umumnya diupayakan untuk dapat menjangkau 
semua aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya 
kejahatan. Namun diakui bahwa belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum 
untuk menjawab pertanyaan seputar sebab-sebab kejahatan, namun para kriminolog 
dan ahli-ahli hukum terus menerus mengkaji berbagai teori, melakukan penelitian 
untuk menguji berbagai teori yang ada. Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari 
berbagai pakar ilmu hukum atau berbagai pakar kriminolog, tergantung kondisi 
kondisi kehidupan masyarakat atau pelaku kejahatan pada saat itu. 
 W. M. W Noach (Sahetapy, 1992 : 103), mengemukakan bahwa : 
“Faktor utama yang menjadi sebab kejahatan adalah lingkungan, namun para 
penganutnya berbeda dalam memandang faktor lingkungan tersebut, 
khususnya dalam menjawab pertanyaan pengaruh-pengaruh lingkungan 
manakah yang penting bagi kriminologi, apakah keadaan ekonomi, 
lingkungan keluarga, lingkungan tempat kediaman ataukah lingkungan 
geografis”. 
 
 Selanjutnya Gabriel Trade (Soedjono Dirdjosisworo, 1984 : 107), 
mengemukakan bahwa : 
“Pola-pola delinkuensi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa 
yang seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan 
peniruan atau imitasi dan sosialisasi dengan yang lain. Ini berarti bahwa 
kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap 
perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung”. 
 Dengan mengambil ide dasar yang dikemukakan oleh Tarde, Sutherland 
(Romli Atmasasmita, 1984 : 109), kemudian mengembangkannya menjadi teori 
pelaku criminal dengan menghipotesiskan bahwa : 
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“Perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan merk 
yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses 
mempelajari tadi meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan 
rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-
perbuatan anti sosial”. 
 
Dalam kajian lebih lanjut, Sutherland (Romli Atmasasmita, 1984 : 14), 
akhirnya sampai pada teori yang dikenal dengan teori differensial association, yang 
pada intinya bahwa : 
a. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain 
melalui suatu proses komunikasi. 
b. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok 
yang intim. 
c. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan 
kejahatan dan motivasi/dorongan atau alas an pembenar. 
d. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas aturan perundang-
undangan menyukai atau tidak menyukai. 
e. Seorang menjadi delinquent, karena penghayatannya terhadap peraturan 
perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaatinya. 
f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi priority dan 
intensity. 
g. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola 
criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam 
setiap proses belajar. 
h. Sekalipun tingkah laku criminal merupakan cerminan dari kebutuhan-
kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku criminal tersebut 
tidak dapat karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari 
kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. 
 
Pendapat Tarde dan Sutherland mengenai penyebab kejahatan sebagaimana 
dikemukakan diatas nampaknya lebih terkait dengan faktor lingkungan tempat 
kediaman, tempat pelaku mengadakan interaksi sosial. Pendapat ini memang 
mendapat banyak dukungan disamping kritikan. Bagi yang tidak setuju dengan 
pendapat ini dan beranggapan bahwa dalam keadaan lingkungan yang sangat tidak 
menguntungkan, selalu hanya sebagian dari manusia yang menadi jahat, juga pihak 
lain dalam keadaan lingkungan yang sangat menguntungkan, selalu terdapat 
sejumlah orang yang tidak menjadi jahat. 
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Jika dipandang dari aspek ekonomi sebagai bagian dari lingkungan yang 
menjadi penyebab kejahatan, maka kemiskinan perekonomian dalam kehidupan 
yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Kekuatiran mengenai keadaan 
ekonomi (kemiskinan) sebagai penyebab kemiskinan, dirumuskan oleh Plato 
(Soesilo, 1985:39), sebagai berikut : 
“Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang 
miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa 
rendah, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan 
untuk kesenang-senangan hidupnya. Berhubung dengan itu dinasehatkan di 
dalam suatu negara, janganlah terdapat orang yang terlalu kaya dan orang 
yang terlalu miskin”. 
 
 Apa yang dikemukakan oleh Plato tersebut diatas memang dapat diterima jika 
hanya didasarkan pada penglihatan yang diperoleh dari kehidupan sekeliling tanpa 
mengajukan fakta-fakta ilmiah. Walaupun diakui bahwa kemiskinan dapat 
merupakan salah satu faktor terpenting sebagai pendorong dilakukannya kejahatan. 
Bahwa lingkungan sebagai penyebab kejahatan haruslah dipandang dalam konteks 
yang saling terkait dan tidak memisahkan antara aspek yang satu dengan aspek 
yang lain, mengingat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi yang 
disebabkan oleh satu sebab melainkan oleh beberapa sebab. 
 Soejono Soekanto (1985 : 134) mengemukakan bahwa : 
“Kejahatan merupakan kejahatan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskan 
kegiatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan itu memang tidak 
bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini 
membuat anak menjadi jahat. Dengan sendirinya orangtua gagal untuk 
menegakkan larangan-larangan untuk mencegah kejahatan, yang 
sebenarnya diharapkan dari setiap kehidupan keluarga”. 
 
 Faktor lain yang turut pula mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan 
adalah pendidikannya. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi baik tidaknya sifat 
manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh J. E. Sahetapy (1983 : 85), bahwa : 
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“Tidak baiknya suatu pendidikan seringkali menyebabkan perbuatan jahat, 
orangtua tidak memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu member 
contoh yang kurang baik akan menimbulkan sikap kejahatan pada anak”. 
 
 Dengan demikian diharapkan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang 
maka akan semakin tinggi pula akhlak dan watak yang dimilikinya, sehingga mampu 
membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dilakukan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Selain itu masalah moralisasi perlu diberikan sejak dini, 
agar perilaku menyimpang dapat dicegah dan dikurangi, dengan penghayatan 
ajaran-ajaran agama yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. 
 Berdasarkan dari uraian di atas, maka sebab- sebab terjadinya kejahatan 
dapat digolongkan secara umum menjadi tiga bagian, yaitu : 
1. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh dari luar terhadap pelaku 
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku 
3. Kejahatan disebabkan, baik dari pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga 
oleh sikap pelaku. 
 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat 
meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk 
menanggulangi timbulnya kejahatan. 
 Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan 
kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
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 Dalam hubungan ini salah satu ahli mengemukakan bahwa dalam crime 
prevention dalam pelaksanaanya ada 2 buah metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu : 
1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan merupakan 
suatu cara yang ditujukan pada pengurangan jumlah residivis (kejahatan 
ulang) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2. Metode untuk mencegah kejahatan yang pertama kali merupakan suatu 
cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini 
dikenal sebagai metode prevention (preventif). 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan 
kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki 
perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga 
permasyarakatan dan RUTAN atau dengan kata lain, upaya penanggulangan 
kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. 
1. Upaya Preventif 
Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan 
untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik 
daraipada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian 
semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus 
lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang 
perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. 
Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan 
ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas. 
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Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi 
pula tidak menimbulkan akses lain. 
Barnets dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1984 : 79) menunjukkan beberapa 
saran untuk menanggulangi kejahatan, yaitu : 
1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 
dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan 
ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah 
perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 
potensial criminal/asocial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 
gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 
kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik (sehingga dapat 
merupakan suatu kesatuan yang harmonis). 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas, menunjukkan bahwa 
kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial 
yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminil dapat dikembalikan 
kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang sosial ekonomi adalah 
mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulangan kejahatan , 
sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder. 
Selanjutnya Mulyana W. Kusumah (1982 : 40) mengemukakan bahwa : 
“sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritik 
sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
di Indonesia”. 
 Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu 
usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan 
ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan 
sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan disamping itu 
bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. 
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2. Upaya Represif 
Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan denga 
upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas system represif, kita tidak akan terlepas dari permasalahan 
system peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit 
terdapat suds item Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, RUTAN, Permasyarakatan 
dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan 
berhubung secara fungsional. 
Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode 
perlakuan dan penghukuman. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini : 
1. Perlakuan 
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dapat dibedakan atas dua 
bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu : 
1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanki pidana, artinya perlakuan 
yang paling ringan diberikan kepada orang lain yang belum terlanjur 
melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap 
belum begitu berbahaya sebagai suatu pencegahan. 
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya 
tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si 
pelaku penjahat. 
 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah 
tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. 
Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha agar si pelaku kejahatan dapat kembali 
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sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dan 
berinteraksi di dalam masyarakat seperti sedia kala. 
Contoh perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, 
misalnya terkadang pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan 
yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili dengan keadaan-
keadaan tertentu yang dilakukan tergantung peranan sosialnya, sehingga 
mendapat peranan sosialnya kembali dalam masyarakat. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 
pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku 
kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan dimaksudkan 
agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran 
hukum baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran yang 
mungkin lebih besar akan merugikan masyarakat. 
2. Penghukuman 
Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 
perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 
dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman sesuai dengan perundang-
undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem 
kepenjaraan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah 
hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi 
pada pembinaan dan perbaikan penjahat. 
Para pelaku kejahatan dalam menjalani masa hukumannya di tempatkan di 
Lembaga Permasyarakatan, yang pada prinsipnya lembaga ini sebagai wadah 
pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan dan 
pembinaan. 
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Jadi, di samping mereka menjalani hukuman, mereka pun dididik dan 
dibina serta dibekali keterampilan agar kelak setelah keluar dapat menjadi orang 
yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data 
atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang 
didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang 
dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang 
proposional. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Makassar sebagai lokasi 
penelitiannya, tepatnya pada Kantor Kepolisian Polrestabes, Pengadilan Negeri 
Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan pertimbangan bahwa Makassar 
sebagai salah satu daerah yang berkembang, yang tentu saja dengan kepadatan 
penduduknya sehingga sangat rentan kejahatan khususnya kejahatan 
pemerkosaan. Selain itu, penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna 
mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulis di perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam dua 
jenis data, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya 
(responden) mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, 
melalui wawancara pada lokasi penelitian. 
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2. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya 
yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi 
kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan 
dengan permasalahan yang dibahas, serta studi wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data 
tentang subjek dan objek yang diteliti. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh penulis, baik itu data primer maupun data sekunder, 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan 
yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung 
Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, maka terlebih 
dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pemerkosaan 
dimana anak sebagai korban yang terjadi di Kota Makassar  yang diperoleh dengan 
jalan penelitian langsung ke lapangan. 
Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polrestabes 
Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan di Lembaga Pemasyarakatan KLAS I 
Makassar. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan upaya-upaya yang dilakukan 
untuk menanggulanginya. 
Dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri 
Makassar, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pemerkosaan yang 
menjadikan anak sebagai korban yang terjadi di wilayah Makassar dalam kurun 
waktu 2012-2014.yang dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun, 
yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
 
 
42 
 
Tabel 1 
Data Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polrestabes 
Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012-2014 
No Tahun Tindak Pidana Pemerkosaan 
1. 2012 17 
2. 2013 15 
3. 2014 19 
Total 51 
    Sumber : Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri  Makassar  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana pemerkosaan terhadap 
anak yang terjadi di wilayah Makassar terdapat 51 (lima puluh satu) kasus, dimana 
terjadi pada tahun 2012 terdapat 17 (tujuh belas) kasus, dan di tahun 2013 terdapat 
15 (lima belas) kasus, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 19 (Sembilan belas) 
kasus. Dari data diatas telah terjadi pasang surut dalam hal terjadinya tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak. 
Dengan melihat data diatas kasus pemerkosaan terhadap anak jumlahnya 
cukup banyak dan mengalami penurunan atau peningkatan pada setiap tahunnya. 
Dalam kasus diatas terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya yang terjadi pada tahun 2013. 
Menurut salah seorang petugas Unit PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak 
) Polrestabes Makassar (30 Maret 2015) mengatakan bahwa kurangnya laporan 
mengenai tindak pidana incest dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 
a. Pihak korban masih anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa 
b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa 
yang terjadi pada dirinya kepada orang lain 
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c. Pihak korban merasa malu 
d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga 
e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat 
setempat. 
Selain data diatas, penulis juga akan memaparkan hasil penelitian mengenai 
tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang diperoleh dari Lembaga 
Pemasyarakatan KLAS I Makassar, sebagai berikut : 
Tabel 2 
Data Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan yang Melanggar Pasal 81-85 UU 
No.23 Tahun 2002 
No Tahun Tindak Pidana Pemerkosaan Anak 
1. 2012 15 
2. 2013 14 
3. 2014 15 
Total 44 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Makassar 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana 
pemerkosaan yang terjadi di kota Makassar tiap tahunnya mengalami peningkatan 
atau penurunan. Pada tahun 2012 terdapat 15 (lima belas) kasus, dan di tahun 2013 
menurun menjadi 14 (empat belas) kasus, kemudian pada tahun 2014 meningkat 
lagi menjadi 15 (lima belas) kasus. Jadi jumlah kasus tindak pidana pemerkosaan 
anak dari tahun 2012-2014 yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan KLAS I 
Makassar adalah 44 ( empat puluh empat) kasus. 
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Ada pula data mengenai tindak pidana pemerkosaan secara umum yang 
diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut : 
Tabel 3 
Data Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP 
No Tahun Tindak Pidana Pemerkosaan 
1. 2012 5 
2. 2013 12 
3. 2014 12 
Total 29 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Makassar 
 Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah tindak pidana pemerkosaan dalam 
kurun waktu 2012-2014 sebanyak 29 kasus, dimana pada 5 (lima) kasus pada tahun 
2012, dan mengalami peningkatan menjadi 12 (dua belas) kasus pada tahun 2013, 
kemudian pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan atau peningkatan yaitu 12 
(dua belas) kasus. Jumlah tindak pidana pemerkosaan yang terdapat di Lembaga 
Pemasyarakatan KLAS I Makassar pada tahun 2012-2014 adalah 29 (dua puluh 
sembilan) kasus. 
 Pada tabel 2 dan 3, dapat dilihat perbedaan jumlah kasus tindak pidana 
pemerkosaan dimana pada tabel 2 kasus tersebut jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan tabel 3. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tindak pidana 
pemerkosaan yang terjadi di wilayah Makassar adalah tindak pidana pemerkosaan 
terhadap anak. Anak sangatlah mudah untuk dijadikan korban kejahatan 
dibandingkan dengan orang dewasa. 
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 Selanjutnya penulis akan menguraikan data mengenai tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung yang terjadi di 
wilayah kota Makassar dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut : 
Tabel 4 
Data Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak 
Kandung pada Tahun 2012-2013 
No Tahun 
Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Terhadap 
Anak Kandung 
1. 2012 1 
2. 2013 1 
3. 2014 - 
Total 2 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Makassar 
Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) kasus tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, yaitu 
pada tahun 2012 terdapat 1 (satu) kasus dan pada tahun 2013 terdapat 1 (satu) 
kasus juga. Tindak pidana mengenai pemerkosaan yang terjadi antara anggota 
kelaurga saat ini sudah sering terdengar. Kasus seperti ini jumlahnya tidak terlalu 
banyak dibandingkan dengan tindak pidana pemerkosaan yang bukan hubungan 
sedarah. 
Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap para pelaku 
tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung yang 
berada di Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Makassar, maka penulis akan 
memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut 
adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi 
Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat 
menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah 
terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari 
perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki 
pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pemerkosaan yang 
terjadi di kota Makassar. 
Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak 
berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak 
keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban.Karena 
pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana 
ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu 
perbuatan yang melanggar norma hukum. 
Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) bahwa :  
“kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang 
besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, 
tetapi untuk kemawahan”. 
Lebih lanjut Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) 
mengemukakan bahwa: 
“Pengaruh kemiskinan atas kejehatan yaitu orang kaya yang hidup untuk 
kesenangan dan memboros-boroskan kekayaanya, jika suatu kali jatuh 
miskin, maka mudah menjadi pencuri”. 
Dari pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut 
berpengaruh terjadinya kejahatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor 
pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah 
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laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan 
dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan pada anak di kota Makassar. 
2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal 
Tindak pidana pemerkosaan adalah merupakan tindak manusia 
terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia 
adalah anggota dari masyarakat, maka tindak pidana pemerkosaan tidak 
dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup 
seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, 
sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh 
lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor 
lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejehatan tetapi faktor 
tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana 
pemerkosaan. 
3. Faktor alkohol 
Kasus pemerkosaan terhadap anak juga terjadi karena adanya 
stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh 
alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan 
sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal 
yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya 
menahan diri, bahwa alcohol jika dipergunakan akan membahayakan 
manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai 
gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol 
melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, 
dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa 
anaknya sendiri atau keluarganya. 
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Adapun wawancara yang dilakukan dengan Muddin Dg. Kulle (pelaku 
tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung) bahwa si pelaku setelah 
minum alkohol (ballo) yang cukup banyak, dia pun pulang kerumahnya dan 
langsung menuju ke kamar anaknya lalu mematikan lampu kamar kemudian 
memperkosa anaknya. Menurut pengakuan si pelaku, dia tidak dapat 
menahan hawa nafsunya setelah minum alkohol yang cukup banyak. 
4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama 
Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan 
keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. 
Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui 
perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud 
seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul 
agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah 
demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal 
yang buruk. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu penyebab 
terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung di kota 
Makassar karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama. Karena 
kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka anak mengakibatkan 
dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang 
halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama 
akan mengakibatkan control sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan 
kejahatan. 
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B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Oleh 
Ayah Terhadap Anak Kandung 
Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung atau dengan kata 
lain kejahatan incest, penulis mencoba untuk memaparkan upaya-upaya apa saja 
yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan ini. 
Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan 
hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah 
seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak 
pidana atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan 
bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. 
Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak 
variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan 
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya 
tindak pidana incest , dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik 
maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap 
penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif. 
Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi 
mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak 
pidana, salah satunya tindak pidana pemerkosaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya 
menanggulanginya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur 
non hukum atau tindaka preventif. 
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Berikut penulis akan menguraikan siapa saja yang bertanggung jawab untuk 
menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terutama tindak pidana incest dan apa 
saja upaya yang harus dilakukan 
1. Tindakan preventif 
a. Individu 
Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus 
mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya incest , 
salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada 
setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah 
satunya yaitu dengan jalan : 
1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual 
terhadap lawan jenis. 
2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis 
yang telah dewasa 
b. Masyarakat 
Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki 
watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan 
masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan 
dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan 
bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga 
tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan 
dibidang pemerkosaan terutama dalam incest terhadap anak. 
Pencegahan terhadap tindak pidana permkosaan yang merupaka suatu 
usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota 
masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak 
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pidana pemerkosaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang 
dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan 
mengadakan acara silaturahi antara anggota masyarakat yang diisi 
dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat 
dilingkungan tempat tinggal. 
c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga tidak lepas dari 
hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari 
Negara maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang 
lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. 
Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya 
penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terutama incest , 
diantaranya : 
1) Mengadakan penyuluhan hukum. 
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat 
bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana 
incest adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, 
sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka 
dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana incest itu 
merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, 
yang diancam dengan Undang-undang. 
2) Mengadakan penyuluhan keagamaan 
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Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan 
keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama 
kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku 
sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan 
menyangkut tindak pidana pemerkosaan terutama tindak pidana incest 
dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif. 
d. Kepolisian 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang 
peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman 
dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan 
kejahatan diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan 
suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian 
juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. 
Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu 
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta 
hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya 
akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduannnya. 
2. Upaya represif 
Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai 
bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap 
anak kandung. 
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian 
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sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. 
Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, 
kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif 
yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas 
perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus 
mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder 
dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun 
masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat 
yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. 
Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan 
penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. 
Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari 
kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan 
negeri. 
Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada 
pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali 
untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan yaitu Andi Muh. Hamka (tanggal 8 April 2015) 
bahwa pihak Lembaga Permasyarakatan  merupakan upaya penanggulangan 
akhir dari proses pemidanaan dan menjadi awal proses pembinaan. Akhir 
pemidanaan terjadi setelah proses hukum biasa. Dalam Lembaga 
Pemasyarakatan sistem kepenjaraan sudah tidak berlaku lagi. Sejak 
diubahnya system kepenjaraan menjadi system pembinaan maka yang harus 
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ada pada pola piker masyarakat bahwa ini bukan penjeraan tetapi ini adalah 
pembinaan, bagaimana membina manusia yang dalam hal ini telah melakuka 
kejahatan menuju jalan yang benar. Adapun model pembinaan dalam 
Lembaga Pemasyarakatan ada 2 (dua) yaitu : 
a. Pembinaan  kepribadian, meliputi : 
1. Pemberantasan buta huruf Al-Quran 
2. Pengajian dasar islam 
3. Ibadah shalat berjamaah di mesjid 
4. Ibadah dan pendalaman Al-Kitab di gereja khusus nasrani 
5. Ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan bagi pemeluk agama 
hindu, budha, dan aliran kepercayaan 
6. Penyuluhan tentang bahaya HIV dan narkoba 
 
b. Pembinaan kemandirian  
1. Pemberantasan buta huruf 
2. Belajar paket A, B, dan C 
3. Seni budaya 
4. Olahraga  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1)  Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak kandung yang terjadi di wilayah kota 
Makassar dalam kurun waktu 2012-2014 adalah: 
a. Faktor rendahnya pendidkan dan ekonomi  
b. Faktor lingkungan atau tempat tinggal  
c. Faktor alkohol  
d. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama  
2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak 
kandung yang terjadi di wilayah kota Makassar dalam kurun waktu 2012-
2014 adalah: 
a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, 
diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, 
pemerintah, dan kepolisian.  
b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
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B. Saran 
1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan 
oleh ayah terhadap anak kandung sangat diperlukan peran aparat 
penegak hukum agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut hendaknya 
masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan 
melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional 
dalam menangani tindaka pidana  yang terjadi ditengah masyarakat. 
Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif 
dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal 
ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta 
ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut 
pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang 
ditimbulkan. 
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan 
upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. 
3. Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik 
mungkin sesuai dengan fungsinya. 
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